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Abstrak 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas dari pemerintah Republik Indonesia 

yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan 

ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya 

peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada 

publik. Dalam implementasi kebijakan tentang penyetaraan ini dalam tataran di  Pemerintah Kota 

Denpasar, penyesuaian SOTK dilakukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan penyetraan. Tetapi 

proses penyetaraan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang pendidikan dan tidak ada 

uji kompetensi, tentunya memperikan dampak masalah dan tantangan kedepannya terkait dengan 

pengembangan karir jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan administrasi. Oleh karena 

itu perlu dilakukan analisis atas implementasi dan tantangan dari kebijakan penyetaraan jabatan 

administrasi agar dapat mengeksplorasi keadaan sebenarnya pelaksanaan dari kebijakan tersebut, 

sehingga bisa menjadi bahan masukan kepada pemangku kepentingan. Studi ini menggunakan 

metode penelitian dekriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan telaah peraturan perundang-undangan, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil studi menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi yang 

mempengaruhi pengembangan karir pasca penyetraan jabatan Pegawai Negeri Sipil.  

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, 

Penyetaraan.

PENDAHULUAN 

Reformasi birokrasi merupakan salah 

satu agenda prioritas dari pemerintah Republik 

Indonesia, guna merealisasikan hal tersebut 

pelaksanaan penyetaraan jabatan merupakan 

salah satu upaya dalam proses penyederhanaan 

birokrasi, dengan tujuan untuk dapat 

mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis dan 

profesional sebagai upaya peningkatan 

efektifitas dan efisiensi pelasksanaan kerja dan 

peningkatan kinerja pelayanan publik. 

Birokrasi merupakan faktor utama yang turut 

berperan dalam mewujudkan pemerintahan 

yang bersih (clean government) dan 

kepemerintahan yang baik good government 

(Cahyani & Gorda, 2017:1). Untuk dapat 

terlaksananya penyetraan jabatan tesebut 

dipandang perlu melaksanakan hal-hal strategis 

yang harus dilaksanakan dalam melakukan 

penyederhanaan birokrasi secara menyeluruh 

sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko 

Widodo yang menyatakan bahwa penyetaraan 

jabatan ini bukanlah akhir dari proses 

penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan 

birokrasi dapat terwujud secara menyeluruh 

dan merata apabila terdapat penyederhanaan 

struktur yang kurang lebih menghilangkan 

jabatan eselon III, eselon IV, dan eselon V, 
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meskipun masih ada beberapa jabatan eselon 

yang masih dipertahankan karena masih 

dibutuhkan oleh organisasi. Bahkan presiden 

Joko Widodo berencana akan menggantikan 

fungsi tugas-tugas administrative pemerintahan 

kedepannya dengan Artificial Intelligence (AI) 

atau kecerdasan buatan melalui robotik. 

(https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/2

9/203700365/4-fakta-soal-rencana-

jokowiterkaitpenyederhanaan-

birokrasi?page=all)  

Salah satu upaya dalam proses 

penyederhanaan birokrasi adalah melalui 

penyetaraan jabatan. Beberapa langkah nyata 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat 

dan daerah termasuk didalamnya Pemerintah 

Kota Denpasar dalam rangka penyederhanaan 

birokrasi salah satunya dilakukan dengan cara 

menyetarakan jabatan administrasi termasuk di 

dalamnya jabatan pengawas ke jabatan 

fungsional yang diawali dengan penyesuaian 

SOTK yang diatur dalam Peraturan Walikota 

Denpasar Nomor 52, 53 dan 54 Tahun 2021 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah [(Denpasar, 2021a) ; (Denpasar, 2021b) 

; (Denpasar, 2021c)]. Pemerintah Kota 

Denpasar pada tanggal 30 Desember 2021 

melantik sebanyak 299 pejabat fungsional hasil 

penyetaraan jabatan. Pelantikan dan 

pengambilan sumpah jabatan fungsional ini 

merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden 

Joko Widodo dalam proses pelaksanaan 

penyederhanaan birokrasi.    Penyederhanaan 

birokrasi yang dilakukan pada tahap awal di 

Kota Denpasar yaitu, Jabatan Administrator 

(Eselon III) dan Pengawasan (Eselon IV) yang 

diganti menjadi jabatan fungsional. 

Penyederhanaan birokrasi ini sangat penting 

untuk ditindaklanjuti sehingga mampu 

memberikan penekanan bahwa birokrasi 

bersifat dinamis, lincah, dan profesional dalam 

mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam 

mendukung pelaksanan pelayanaan. 

(https://denpasarkota.go.id/berita/baca/18779) 

Dalam pelaksanaan kebijakan penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di 

Pemerintah Kota Denpasar tentu saja terdapat 

banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi 

terutama dalam pengembangan karier pejabat 

fungsional melalui jalur penyetaraan. Karena 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 17 Tahun 2021 dalam penyetaraannya 

Jabatan Administrator disetarakan dengan 

Jabatan Fungsional jenjang ahli madya, Jabatan 

Pengawas disetarakan dengan Jabatan 

Fungsional jenjang ahli muda, dan pejabat 

pelaksana yang merupakan eselon V dengan 

Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama 

(PAN&RB, 2021b). Penyetaraan ini langsung 

dijadikan jabatan fungsional tanpa adanya uji 

kompetensi dalam pengalihan jabatan 

administrator ke jabatan fungsional sehingga 

berkesan dipaksankan dan banyak tidak 

kesesuaian jabatan dengan syarat pendidikan. 

Sedangkan, jika melalui jalur inpassing atau 

perpindahan jabatan, maka terdapat syarat dan 

ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-

masing individu yang ingin beralih jabatan 

menjadi pejabat fungsional. Proses pemindahan 

jabatan yang dilakukan dalam waktu singkat 

akan mewajibkan untuk dapat segera 

beradaptasi dengan cara kerja baru dan mampu 

mengerjakan tugas dengan prinsip 

mengutamakan ketepatan dan kecepatan 

sehingga dalam proses pengambilan keputusan 

dan pelayanan kepada mitra dan masyarakat 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien 

(Comunian, R. , 2016). 

Proses penyederhanaan birokrasi ini 

idealnya dilakukan dengan penataan Struktur 

Organisasi dan Tata kerja (SOTK) terlebih 

dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan 

proses penyetaraan jabatan. Kebijakan 

penyedehanaan birokrasi ini mengakibatkan 

kebingungan pegawai bagaimana sistem kerja 

yang dilaksankan dengan jabatan barunya 

sehingga berdampak kepada kompetensi 

pengembangan kariernya. Penelitian terkait 

dengan penyederhanaan birokrasi yang 
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dilakukan oleh Muhlis Irfan (Irfan, 2013 : 40) 

yang melihat pengalihan jabatan struktural ke 

jabatan fungsional akibat penghapusan eselon 

III dan IV di Badan Kepegawaian Daerah yang 

lebih melihat dari sisi penghasilan atau 

tunjangan jabatan yang hasilnya belum 

didasarkan pada perhitungan bobot jabatan. 

Sementara itu penelitian lain dilakukan oleh 

Leni Rohida, Yayan Nuryanto dan Sarif 

(Rohida et al., 2018 : 11) mengenai 

implementasi pengalihan jabatan struktural ke 

jabatan fungsional melalui 

inpassing/penyesuaian dengan studi empirik di 

Universitas Padjajaran. Penelitian tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian dari 

(Fitrianingrum, 2020 : 235) yang meneliti 

tentang Implementasi Kebijakan Penyetaraan 

Jabatan Pengawas kedalam Jabatan Fungsional 

di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

menunjukan bahwa penyetaraan jabatan 

pengawas kedalam jabatan Fungsional masih 

belum optimal karena dipengaruhi oleh 

perubahan Pengembangan pikir dan faktor 

komunikasi pimpinan serta struktur birokrasi 

dan faktor Pendapatan.Kebijakan 

penyederhanaan level birokrasi ini memicu 

memunculkan perilaku kerja kontraproduktif 

sangat tinggi, apabila tidak dikelola secara 

komprehensif menata faktor sumber daya 

manusia atau individu Pejabat Administrasi dan 

faktor organisasi (Daniarsyah, 2020 : 729). 

Penelitian sebelumnya telah banyak yang 

membahas tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi kedalam Jabatan Fungsional 

tetapi dilihat dari segi pendapatan, perilaku 

kerja dan hambatanya, akan tetapi sebatas 

pengetahuan penulis, belum ada penelitian 

yang dilakukan untuk menggali secara 

komprehensif seluruh faktor yang dapat 

menjelaskan Implementasi dan tantangan dari 

Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi 

kedalam Jabatan Fungsional dalam 

Pengembangan karier pegawai khususnya di 

Pemerintah Kota Denpasar. Mengingat 

kebijakan penyetaraan ini relatif baru sehingga 

peneliti yakin belum banyak yang mengkaji.  

Tujuan dari kajian ini adalah untuk 

mengeksplorasi bagaimana Pengembangan 

karier pegawai dan tantangan yang dihadapi 

setelah implementasi kebijakan penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional di pemerintah kota Denpasar. 

Penelitian ini membuat beberapa kontribusi 

penting. Pertama, kami memperkuat literatur 

dalam pengelolaan sumber daya manusia 

aparatur untuk proses penyederhanaan 

birokrasi, apa saja hal yang harus dimitigasi dan 

disiapkan. Kedua, berangkat dari penelitian 

sebelumnya yang terbatas pada penelitian 

tentang pengaruh terhadap pendapatan,perilaku 

dan hambatan, mencoba menggali lebih dalam 

bagaimana pelaksanaan penyetaraan dan 

tantangan yang harus dihadapi aparatur pasca 

penyederhanaan birokrasi. Ketiga menyajikan 

dan menjelaskan poin-poin penting yang dapat 

dipertimbangkan terkait dalam pasca penerapan 

penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah 

Kota Denpasar. Keempat, penelitian kami 

berkontribusi pada literature dan bahan 

pertimbangan bagi lembaga/instansi 

pemerintah di Indonesia yang sudah 

melaksanakan peneyederhanaan birokrasi 

sehinga bisa menjadi tolak ukur sebelum dan 

pasca menerapkan kebijakan. Makalah ini 

disusun dengan cara berikut, bagian awal 

menjelaskan dan membahas secara konseptual 

pengembangan karier pegawai setelah 

implementasi kebijakan penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di 

pemerintah kota Denpasar. Kajian pustaka 

dalam penelitian ini terangkum pada studi 

implementasi kebijakan yang berdampak pada 

pengembangan karir. Pada bagian 3 

menguraikan metodologi penelitian, diikuti 

dengan presentasi hasil studi. Bagian Terakhir, 

berisi kesimpulan dan pembahasan tentang 

implikasi dan keterbatasan penelitian yang 

diuraikan di bagian akhir.   

 

METODE 

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dekriptif kualitatif dengan 
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pendekatan induktif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan ihwal masalah atau objek 

tertentu secara rinci. Penelitian kualitatif adalah 

suatu jenis pendekatan penelitian yang 

dilaksanakan dalam ilmu sosial yang 

menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan 

teori fenomenologis yang mememiliki tujuan 

untuk meneliti permasalahan-permasalahan 

sosial yang diteliti secara holistic 

(Abdussamad, 2021:32). Mengamati dan 

mempelajari masalah-masalah masyarakat 

dengan mengumpulkan data, fakta- fakta yang 

nyata dan murni yang sedang berkembang di 

masyarakat yang bersifat khusus untuk 

dianalisis dan diinterprestasikan secara tepat, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat 

umum. Obyek penelitian ini adalah 

Pengembangan karier pegawai pasca 

implementasi kebijakan penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di 

Pemerintah kota Denpasar. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam mengumpulkan data sekunder 

dan data primer melalui studi wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Teknik 

pengumpulan data sekunder diperoleh dari 

kajian literasi dan megutip berbagai kebijakan 

serta informasi yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Pengumpulan data primer diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya yang 

berupa wawancara, jajak pendapat dari individu 

atau kelompok (orang) maupun hasil observasi 

dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian 

(Samsu, 2017:94). Teknik wawancara   yang 

digunakan    dalam   penelitian ini adalah 

wawancara mendalam (in depth interview) 

untuk menggali lebih dalam kebiasaan umum 

kelompok sebagai objek penelitian dan alasan 

di baliknya (Moleong, 2018). Teknik 

Dokumentasi mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa kebijakan, catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya yang 

dibutuhkan dalam penelitian (Abdussamad, 

2021:147)  

Observasi dengan mengamati langsung 

alur dan proses pelaksanan dari obyek 

penelitian. Seluruh data dan informasi 

dianalisis agar dapat tersusunya dan 

terorganisasinya data ke dalam Pengembangan, 

kategori hingga pada akhirnya dapat dibuat 

suatu kesimpulan. Miles – Huberman dalam 

(Samsu, 2017:105) menyatakan bahwa data 

mengalir ini terdiri dari tiga aktivitas, yaitu 

Data reduction (reduksi data), Data display 

(penyajian data), Conclusion 

drawing/verification (penarikan kesimpulan 

data). 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Pelaksanaan penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di 

Pemerintah Kota Denpasar dilaksanakan 

pertama kali pada bulan Desember tahun 2021, 

sebagai tindak lanjut dan upaya dalam proses 

penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah 

Kota Denpasar, dengan pertimbangan untuk 

menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan 

profesional.  Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian (Permatasari & Ariani, 2021:154) 

yang menjelaskan bahwa perampingan 

organisasi didesain sedemikian rupa dengan 

tujuan untuk lebih memberikan motivasi 

kepada para pegawai ASN agar terus 

meningkatkan kualitas dalam kinerja.  Tetapi 

dalam proses penyetaraan jabatan di 

Pemerintah Kota Denpasar langsung dijadikan 

jabatan fungsional tanpa adanya uji kompetensi 

dalam pengalihan jabatan administrator ke 

jabatan fungsional sehingga berkesan sedikit 

dipaksankan dan banyak tidak kesesuaian 

jabatan dengan syarat pendidikan. Sedangkan, 

jika melalui jalur inpassing atau perpindahan 

jabatan, maka terdapat syarat dan ketentuan 

yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

individu yang ingin beralih jabatan menjadi 

pejabat fungsional. Berdasarkan penelitian dari 

(Cahyani & Gorda, 2017:1) Kunci utama 

keberhasilan Reformasi Birokrasi terletak pada 

aparatur birokrasi itu sendiri. Jika dilihat dari 

apa yang terjadi pada penelitian ini, menjadi hal 
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yang menarik bagaimana aparatur dari 

birokrasinya apakah sudah baik atau belum, 

karena masih ditemukan yang tidak sesuai 

jabatan dengan latar belakang pendidikanya. 

Apabila dilihat dari faktor-faktor yang 

mempengarui implementasi kebijakan 

penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan 

fungsional khususnya dalam pengembangan 

karirnya di Pemerintah Kota Denpasar, maka 

peneliti menggunakan model dari (Edwards III, 

1980) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi 

atau sikap dan struktur birokrasi. Penulis 

menggunakan model Edwards III karena model 

ini dapat menelisik dan menggali secara nyata 

implementasi kebijakan penyetaraan jabatan 

administrasi ke jabatan fungsional dari dalam 

organisasi, mengingat kebijakan penyetaraan 

merupakan hal yang baru di Pemerintah Kota 

Denpasar dan masih perlu banyak hal yang 

disempurnaan untuk dapat meningkatkan karir 

seorang pegawai ASN yang terdampak. 

a. Komunikasi  

Komunikasi sangat berperan dalam 

keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik. Pengetahuan 

atas apa yang akan mereka kerjakan Dapat 

berjalan dengan baik apabila komunikasi juga 

berjalan dengan baik. Penyapaian informasi 

kebijakan yang dikomunikasikan pun harus 

tepat, akurat, dan konsisten, karena dalam 

proses pelaksanaanya kebijakan penyetaraan 

jabatan ini komunikasi hanya dilakukan 

menggunakan media online, hanya dengan 

media komunikasi elektronik saja. Dalam hal 

pelaksanaan kebijakan penyetraan jabatan 

pegawai ASN di Pemerintah Kota Denpasar, 

rata-rata pegawai ASN yang terkena dampak 

sudah mendapatkan informasi awal mengenai 

akan adanya penyederhanaan birokrasi melalui 

peneyetraan jabatan yang dimana berimbas 

pada hilangnya jabatan administrasi pada 

perangkat daerah, tetapi belum mengetahui hal-

hal mengenai pasca disetarakan seperti 

bagaimana sistem bekerjanya jabatan 

fungsioanl dan alur pengembangan karirnya. 

Ternyata yang ditemukan pada Kota Denpasar 

sejalan dengan penelitian oleh (Fitrianingrum et 

al., 2020:7), Sosialisasi atau informasi 

mengenai apa itu penyetaraan kemudian seperti 

apa proses penyetaraan, kriteria jabatan 

administrasi, yang mana saja yang disetarakan 

dan akan menjadi fungsional apa setelah 

disetarakan ini yang tidak banyak diketahui 

oleh para pejabat administrasi.  

Dalam penelitian ini Informasi dan 

komunikasi terkait dengan proses pelaksanaan 

penyetaraan jabatan, apa saja yang 

dikreteriakan dalam penyetraan, pejabat mana 

saja yang terkena dampak penyetraan yang di 

fungsionalkan, bagaimana pengembangan 

karirnya   dan masih banyak belum memahami 

terkait dengan informasi tersebut. Menurut 

(Daniarsyah, 2020:3) pada peneitianya 

menjelaskan bahwa Jabatan Administrasi dan 

Jabatan Fungsional memiliki sistem kerja, 

paradigma dan output hasil pekerjaan yang 

berbeda-beda, pegawai Jabatan Fungsional 

harus bersusah payah memenuhi target angka 

kreditnya demi pengembangan karirnya dalam 

Jabatan Fungsional. Sejatinya pegawai harus 

memahami dulu sistem kerja dan bagaimana 

menghasilkan output pekerjaanya, jika belum 

memahami ini sudah pasti berdampak pada 

pengembangan karirnya. 

b. Sumber daya  

Sumber Daya menjadi bagian yang 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu 

Implementasi sebuah kebijakan, SDM yang 

baik dan unggul sudah barang tentu mampu 

memberikan kinerja yang optimal dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan. Sumberdaya 

tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), 

sumber daya anggaran, dan sumber daya 

peralatan dan sumber daya kewenangan. 

Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya 

Manusia yang mendukung pelaksanaan 

Penyetaraan jabatan pada pemerintah kota 

Denpasar sudah cukup memadai karena dilihat  

dari proses dan prosedur pelaksanaan 

penyetraan dilakukan dengan melihat jabatan 

yang relefan/ kompetensi yang dimiliki 

sebelumnya selanjutnya disetarakan menjadi 
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jabatan fungsional, tetapi masih ada ditemukan 

hasil jabatan penyetaraan yang tidak sesuai, 

dalam hal ini ketitaksesuaian jabatanya dengan 

pendidikanya sangat riskan sehingga 

mempengaruhi pengembangan karirnya. 

Permasalahan tersebut sejalan dengan hal yang 

ditemukan oleh (Nalien, 2021:6) bahwa tidak 

semua jabatan struktural dapat dialihkan ke 

jabatan fungsional.dan belum tersedianya 

beberapa jabatan fungsional yang cocok tidak 

boleh dipaksanakan. Menjadi hal penting dalam 

proses penyetraan bahwa kesusaian jabatan 

harus sesuai dengan latar belakang 

pendidikanya, karena dalam pelaksanan kerja 

dan pengembangan karirnya ada beberapa 

jabatan fungsional mewajibkan pegawai nya 

memiliki sertifikasi khusus dari latar belakang 

pendidikannya. 

Sumber Daya Fasilitasi, keseluruhan 

fasilitas atau peralatan yang diberikan kepada 

pegawai yang mengalami penyeraraan jabatan 

pada BKPSDM Kota Denpasar maupun Kantor 

BKPSDM Kota Denpasar sudah dapat 

dikatakan memadai atau mendukung untuk 

menyelesaikan pekerjaan, fasilitas yang 

diberikan masih sama seperti yang didapatkan 

pada menjabat menjadi jabatan Struktural. 

Fasilitas yang diberikan masih bisa menunjang 

pegawai untuk berkinerja dan seluruh alur kerja 

pada Kota Denpasar sudah shifting 

menggunakan digitalisasi.  

Pendapat yang sama ditemukan dari 

penelitian dari (Fitrianingrum et al., 2020:9) 

sumber daya peralatan dan infrastruktur sendiri 

sangat mendukung kinerja para pejabat 

fungsional maupun pejabat administrator, tata 

kelola organisasi yang sudah menggunakan 

digitalisasi sangat memudahkan pegawai dalam 

melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. 

Fasilitas dalam bekerja sangat berpengaruh 

pegawai dalam berkinerja, dengan kemajuan 

teknologi dan proses pelayanan yang 

digitalisasi sangat membantu dalam proses 

pelayanan. 

Sumber Daya Informasi dan Wewenang, 

sumber daya informasi dan kewengan dalam 

penerapan kebijakan penyetaraan jabatan pada 

Kota Denpasar sudah cukup baik hanya saja 

perlu ditingkatkan kembali agar segala jenis 

informasi baik dari tahapan penyetaraan, pasca 

penyetaraan untuk pengembagan kariernya dan 

sisem kerjanya bagaimana apakah sama seperti 

jabatan structuralnya dahulu atau tidak agar 

tidak mengakibatkan kebigungan dan 

kekhawatiran pegawai. (Aulia Rakhman, 

2020:55) Jabatan fungsional bekerja secara 

mandiri, lebih banyak bekerja diluar waktu jam 

kerja, hal ini disebabkan karena perlunya 

persiapan dalam menjalankan tugas mandirinya 

tersebut. Jabatan fungsional juga mengerjakan 

tugas-tugas tambahan untuk mendukung proses 

bisnis dari organisasi. Jika dilhat dari penemuan 

penelitian sebelumnya seorang jabatan 

fungsional harus memahami segala informasi 

baik dari sistem kerja dan pola menjalankan 

tugas, karena segala pekerjaan dilaskanakan 

secara mandiri dan adanya pekerjaan tambahan 

yang wajib dilaksankaan untuk kemajuan 

organisasinya. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah petunjuk singkat tentang 

tindaklanjut dari atasan terhadap suatu urusan 

kepada bawahan. Disposisi sangat berpengaruh 

dalam keberhasilan pelaksanaan sebuah 

kebijakan, dimana atasan harus bisa 

memberikan disposisi dengan tepat kepada 

bawahan/pelaksana kebijakan sesuai dengan 

bidang dan kemampuannya agar berhasilnya 

sebuah kebijakan sesuai dengan prosedur. 

Dalam hal kebijakan penyetaraan jabatan di 

Pemerintah Kota Denpasar proses 

implementasinya dapat dikatakan sangat 

responsive dari arahan pemerintah pusat 

langsung melaksanakan peyesuaian dan 

pelantikan terhadap pejabatan fungsional hasil 

penyetraan.  

Terkait dengan hal disposisi di level 

pejabat administrasi dilihat dari semangat 

antusian dan kemauan pegawai ASN untuk 

diproses menjadi pejabat fungsional melalui 

penyetaraan sebagai suatu proses menuju 

jenjang pola pengembangan karir yang lebih 
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jelas dan fokus kepada kompetensi individu ini 

lumayan tinggi. 

Tabel 1. Jumlah PNS Pejabat Eselon III dan 

Eselon IV  

di Kota Denpasar Tahun 2022 

No. Jumlah Pejabat 

Adiministrator Eselon III 

dan Eselon IV 

1. Sebelum 

Penyetaraan 

Jabatan 

407 PNS 

2. Setelah 

Penyetaraan 

Jabatan 

108 PNS 

Sumber: BKPSDM Kota Denpasar 2022 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 

antusiasme dan tingkat kemauan penyetaraan 

jabatan sangat tinggi dan hal ini sangat 

berdapak dalam struktur birokrasi dalam 

tatanan pemerintahan, lebih dari 70 % jumlah 

jabatan yang di setarakan menjadi jabatan 

fungsional, dimana dengan harapan mampu 

memutus rantai birokrasi yang berbelit 

sehingga dalam pelaksanaan pelayanaan 

mampu lebih efektif dan efisien.  

Hanya saja sosialisasi yang tidak ada 

sebelum proses penyetaraan sampai dengan 

pasca penyetaraan ini yang menjadi kendala.  

Rata-rata pimpinan Perangkat Daerah dikota 

Denpasar masih belum terbiasa dengan pola 

kerja matriks dimana pola structural masih 

sangat kental melekat dan pegawai yang 

terkena dampak dari penyetraan masih belum 

memahami bagaimana sistem kerjanya, jadi 

mereka saat ini masih bekerja layakya 

structural tetapi jabatanya fungsional. Dari 

temuan dilapangan sosialisiasi terkait hal 

tersebut masih sangatlah minim dilaksanakan, 

sehingga mau tidak mau harus mencari tau 

secara mandiri bagaimana sistem kerja pegawai 

setelah reformasi birokrasi. Penelitian dari 

(Marthalina, 2021:48) menemukan bahwa 

seorang pegawai fungsional pengembangan 

karirnya pada prinsipnya tidak hanya 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri tetapi 

bagian dari tanggung jawab organisasi. 

Prosesnya sudah berjalan dengan baik tetapi 

selanjutnya hal yang wajib dipikirkan adalah 

pasca dari penyetraan ini yaitu pola 

pengembangan karirnya. Pola karir dari 

seorang jabatan fungsional sudah jelas ada 

jenjangnya, tetapi sosialisasi mengenai pola 

pengembagan karirnya disini belum terlaksana 

secara maksimal sehingga mengakitbatkan 

kebingungan dalam tata cara sistem kerja 

sebagai seorang jabatan fungsional dan alur 

dari pengembangan karir dari seorang jabatan 

fungsional, apakah sama seperti pejabat 

administrasi atau berbeda.penelitian dari 

(Fitrianingrum et al., 2020:9) mengemukakan 

bahwa, perbedaan pola dalam melaksanakan 

kebijakan dan pekerjaan, mengingat 

substansinya berbeda antara pejabat struktural 

dan pejabat fungsional dalam berkinerja dan 

mencapai target kinerjanya. Perubahan pola 

berpikir pegawai ini menjadi kunci dari 

keberhasilan kebijakan ini tidak hanya sekedar 

mengimplementasikan kebijakan, mengingat 

substansi dan pola pikir dalam menjalankan 

tugas dan pekerjaan berbeda antara pejabat 

structural/administrasi dan pejabat fungsional, 

maka pola pikir bekerja yang awalnya bekerja 

memiliki bawahan dan sekarang bekerja 

sebagai tim kerja tanpa ada bawahan berbeda 

sistemnya. 

d. Struktur Birokrasi  

Pada pemerintah Kota Denpasar 

pelaksanaan penyetraan birokrasi diawali 

dengan menyesuaikan struktur birokrasi 

melalui penyesuaian susunan organisasi tata 

kerja (SOTK) yang diatur dalam Peraturan 

Walikota Denpasar Nomor 52, 53 dan 54 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah [(Denpasar, 2021a) ; (Denpasar, 2021b) 

; (Denpasar, 2021c)]. Pelaksanaan awal 

penyetaraan ini selaras dengan penelitian dari 

oleh (Nalien, 2021:11) Meskipun rujukan 

sudah jelas, namun telah diketahui bersama 

apabila suatu daerah melakukan 

penyederhanaan struktur pada masing-masing 

perangkat daerahnya maka perlu dilakukan 
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perubahan peraturan kepala daerah atau bahkan 

peraturan daerah. Idealnya sebagai tindak lanjut 

pengesahan pejabat yang akan dilantik, 

tentunya jabatan yang akan diemban tersebut 

harus dilegalkan terlebih dahulu, untuk di 

daerah dalam hal ini berupa peraturan kepala 

daerah. Setelah sudah disesuaikan kemudian 

terlihat jabatan-jabatan mana yang terkena 

dampak dari penyederhanaan birokrasi, 

sehingga kedudukan jelas dan terstruktur. 

Struktur Birokrasi memiliki pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap implementasi 

kebijakan penyetaraan jabatan ASN ini. Karena 

tahapanya diawali dengan penyesuaikan SOTK 

sehingga struktur organisasinya pun berubah 

drastis. Sejalan dengan penelitian dari (Aulia 

Rakhman, 2020:55) menerangkan bahwa, 

Perampingan struktur organisasi birokrasi 

dapat mempermudah dan mempercepat 

pemberian laporan, perintah, wewenang dan 

tanggung jawab. 

Penyesuaian susunan organisasi tata kerja 

(SOTK) pada BKPSDM Kota Denpasar dapat 

dilhat seperti gambar berikut : 

 

 
Sumber : Bagian Perencanaan BKPSDM Kota 

Denpasar 

Gambar 1. perubahan Struktur Organisasi pada 

BKPSDM Denpasar 

Penempatan jabatan fungsional hasil 

penyetraan ini juga masih dibawah Pejabat 

Eselon 3, artinya masih sama atasanya seperti 

yang sebelumnya, cuma sekarang tidak 

memiliki bawahan /staf. Khusus untuk Jabatan 

Fungsional Akibat Penyetaraan memiliki alur 

koordinasi dibawah Kepala Bidang, tidak 

seperti Jabatan Fungsional pada umumnya yang 

dibawah koordinasi langsung Kepala 

BKPSDM.  

Kaitannya lebih lanjut terkait 

pengembangan karir dari jabatan fungsional 

hasil penyetaraan ini sangat dipengaruhi juga 

dari capaian angka kredit (AK). Selain itu 

sangat diperlukan adanya formasi jabatan selain 

adanya perubahan struktur organisasi pasca 

penyetaraan, karena jika tidak disiapkan rumah 

jabatanya seorang pegawai fungsional tidak 

bisa naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. 

Perubahan struktur organisasi ini juga harus 

memperhatikan pola interaksi kerja dengan 

sistem yang saling berkesinambungan dan 

memiliki proses bisnis pekerjaan baru yang 

dapat mencakup ruang lingkup bagi pejabat 

fungsional hasil penyetaraan agar mampu 

menuhi kebutuhan pengembangan karirnya 

sehingga memiliki ruang gerak untuk selalu 

berkarya berinovasi dan menjamin karir pejabat 

hasil penyetaraan ini tidak hanya untuk 

mencapai angka kredit untuk naik jenjang saja 

tetapi lebih berkontribusi kepada Pemerintah 

Kota Denpasar dan memuwujudkan SDM 

Apatratur yang baik dan unggul. 

4.2 Tantangan  

a. Ada Jabatan Fungsional hasil penyetaraan 

yang tidak sesuai dengan konsentrasi 

pendidikanya. Contohnya seperti pegawai 

ASN dengan jabatan adminkes di rumah 

sakit memerlukan Surat Tanda Registrasi 

(STR) untuk pelaksanaan tugasnya. Jika 

tidak memiliki STR dia tidak boleh 

melaksanakan tugas adminkes dan itu haya 

dimiliki oleh seorang dengan pendidikan 

tertentu. Jika dia sekolah kesehatan maka 

dia dapat mendapatkan STR, tetapi jika dia 

berasal dari program studi yang lain itu 

tidak bisa. Saat ini di RSUD Wangaya ada 

3 Orang yang menduduki jawaban 

Adminkes dengan pendidikan S.P otomatis 
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seorang lulusan gelar S.P tidak akan bisa 

mendapatkan STR. Secara umum dari hasil 

wawancara yang penulis lakukan 

disebutkan ada sekitar 6 orang pegawai 

yang tidak sesuai latar belakang 

pendidikannya dengan jabatan fungsional 

yang diembannya. Ini menjadi tantangan 

kepada pihak regulator harus menyikapi hal 

ini secara serius agar karir seseorang tidak 

bermasalah kedepanya. 

b. Rata-rata pegawai ASN yang terkena 

dampak penyetaraan belum memahami 

bagaimana uraian tugas dan sistem kerja 

sebagai pejabat fungsional, hal yang 

peneliti temukan dilapangan sebagian besar 

pekerjaan yang dilaksanakan masih seperti 

perkerjaan yang diemban sebelum 

disetarakan.  

c. Belum adanya peraturan walikota mengenai 

pengembangan karir khususnya terhadap 

pegawai ASN fungsional hasil penyetraan 

dan sosialisasi yang masih sangat minim 

mengenai pengambangan karir, sehingga 

pegawai yang terdapak reformasi birokrasi 

harus lebih aktif secara mandiri dalam 

menggali informasi bagaimana tahapan dan 

proses pengembangan karir yang diterima 

oleh pejabat fungsional agar tidak tertinggal 

dan terjebak dalam dinamisnya kebijakan 

pemerintah. setiap pegawai harus aktif 

secara mandiri mencari informasi kepada 

instansi Pembina tekait dengan pemenuhan 

Angka kredit untuk kenaikan karirnya. 

d. Pola pengembangan karir jabatan 

fungsional khususnya jenis jabatan masih 

baru belum semuanya ada pengaturanya. 

Hal lain yang menjadi tantangan kepada 

regulator dan pegawai ASN, 

menyandingkan pengembangan karier 

jabatan fungsional dengan desain organisasi 

yang diharapkan mampu menghasilkan 

birokrasi yang lincah. Dengan organisasi 

desain baru itu tentu bisa mempengaruhi 

bagaimana perkembangan karier ASN di 

Pemerintah Kota Denpasar 
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